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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan
Pasal 27 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023
tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun
2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani
Padi,

e <

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856},

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5618);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 196},

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7144);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana



Menetapkan

KESATU

KEDUA

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2025 tentang Pecrubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaatl Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatwn
2025 Nomor 67);

7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 389},

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tenttang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/lembaga (Berita Negara Republik Indaonesia
Tahun 2021 Nomor 1080);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
67 /PERMENTAN/SM.050/ 1272016 tentang Pembinaan
Kelembagaan Petani (Bernta Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2038);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023
tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599}
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Wenteri
Pertanian Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Mentern Pertarnan Nomor 30 Tahun 2023
tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomaor 1023);

11. Peraturan Mentenn Pertanian Nomor 02 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementenan Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20235 Nomor 14}
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menten
Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan NMenteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementenan Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
884);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN BANTUAN PREMI ASURANST USAHA TANI
PADI,

- Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi

Usaha Tani Padi sebagaimana tercantum dalam Larapiran
yang merpakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Nenteri ini.

: Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Juli 2026

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,

-y

ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 167502012002121001
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN  MENTERT  PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR O2/Kpks./SR.210/ 8/07/2026
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PREMI
ASURANSI USAHA TANI PADI

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Beclakang

Upaya Kementerian Pertanian untuk pencapalan target swascmbada
pangan sudah menjadi tekad yang harus dicapai. Berkenaan dengan ity,
mulai tahun 20135, Pemerintah melaksanakan swasembada padi dengan
target produksi padi untuk tahun 2026 mencapai 60,21 juta ton. Usaha
di scktor pertanian, khususnya usaha tani padi dihadapkan pada nsiko
ketidakpastian sebagai akibat dampak negatil Perubahan Iklim atau Iklim
Ekstrim yang merugikan petani. Untuk mengatasi kerugian petani, maka
pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usaha tani dalam
bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani, vang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

Asuransi pertanian sangat penting bagl para petani untuk toelindungi
usaha taninya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang
dapat memberikan ganti rug akibat kerugian wsaha tani schingea
keberlangsungan wusaha tani dapat terjarmun. Asuransi pertanian
merapakan bentuk pengelolaan risiko f(risk management) dimana
kepesertaan petani dalamn jumlah banyak menghasilkan dane yang
banyak pula untuk cadangan pcmbayaran gant rugi bagi petani yang
terkena bencana.

Melalui program Asuransi Usaha Tani Padi {AUTP), jaminan dapat
diberikan terhadap kerugian akibat kerusakan tanaman yang disebabkan
oleh banjir, kekeringan, serra serangan hama dan penyakit tanaman atau
grganisme pengganggu tumbuhan (OPT). Jika petani ikut dalam
kepesertaan Asuransi Usaha Tani Padi {AUTP) mengalami gagal panen
maka petani dapat mengajukan klaim {tuntutan) dan mermperoleh ganti
rugi sehingga petani memiliki modal kerja untuk melanjutkan usazha
taninya. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Kementerian Pertanian
melaksanakan program bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
pada tahun 2026.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyelenggaraan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah untuk:

8. Memberikan perlindungen usaha tani padi vang mengalami gagal
panen akibat banjir, kekeringan, danjfatau seranpgan organisme
pengganggu tumbuhan {(OFT).

b. Mengalthkan risike tertanggung kepada penanggung dengan
mekanisme asuransi untuk keberlangsungan usaha tani padi.
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Sasaran penyelenggaraan Asuransi Usaha Tam Padi (AUTP) adalah:
Petani Penggarap tanaman pangan, petani yang mempunyai lahan dan
melakukan usaha budi daya tanaman pangan padi.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Usaha
Tani Padi meliputi: pendahuluan, organisasi, pelaksanaan, penyaluran
bantuan premi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Definisi

a.

Perjanjian Asuransi adalah peganjian antara dua pihak, yaitu
perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi
penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung atan pemegang polis
karene Kerugian ateu kerusakan yang mungkin didenita tertanggung
atau pemegang polis Karena terjadinva suatu penstiwa yang tidak
pasti,

Asuransi Usaha Tani Padi vang selanjutnya disingkat AUTP adalah
pedanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk
mengikatkan diri dalam pertanggungan risike Usaha Tani Padi.

Polis Asuransi adalah akta Perjanjian Asuransi atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan akta Perjanjian Asuransi, dan dokumen
lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Perjanjian Asuransi, serta memuat perjanjlan antara perusahaan
asuransi atau perusahaan asuransi syanah dan pemegang polis,
yvang dibuat secara tertulis baik dalam bentuk cetak atau clektronik.
Ikhtisar Polis adalah lembar lampiran pada Polis yang bernsi informaasi
tentang  tertanggung, pokok-pokok  pertanggungan, harga
pertanggungan, dan perhitungan premi.

Premi adalah sejuralah uang yang ditetapkan oleh perusahaan
asuransi atan perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang
polis uniuk dibayarkan berdasarkan Perjanjian Asuransi atau
perjanjian  reasuransi, ataw  sejumlah  uang yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
meéndasar program asuransi wajib untuk memperceleh mantaat.
Klaim adalah ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak
pasti yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan
memben hak kepadanya untuk meéngajukan tuntutan ganti regi
kepada penanggung.

Ganti rugi adalah pembayaran scjumlah wang kepada tertanggung
sebagai pengpgantian atas kerusakan dan/atau kerugian akibat risiko
yang dijamin polis.

Tertanggung adalah pihak yang menghadapi nisiko sebagaimana
diatur dalam Perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.
Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari
Tertanggung, menerbitkan polis dan menerima Premi asuransi dan
berkewajiban membayar tuntutan Klaim jika terjadi Klaim dan
dijarnin polis.

Biaya Usaha Tani adalah scjumlah uwang yang dikcluarkan petani
untuk membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usaha
tani, yang tecrdiri dan biaya benth, pupuk, dan tenaga kena
pengolahan lahan, penanaman, dan pemcliharaan.

Kelompok Tani adalah kumpulan petani/petemak/ pekebun yang
dibentuk atas dasar kesamaan kepenungan, Kesamaan Kkondisi
lingkungan sosial, ekonomi, sumber daysa, kesamaan komoditas, dan
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keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha
anggota.

Gabungan Kelompok Tani adalah kelembagaan pertanian yang
dibentuk dari kumpulan Kelompok Tani yang bekerja sama untuk
meningkatkan skala ekonami dan efisiensi usaha.

Penyuluh Pertanian adatah perorangan warga negara Indonesia yang
melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.

Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT
adalah scmua organisme yang dapat merusak, mengganggu
kehidupan, atau menyebabkan kematian pada tanaman.

Pengendali Organismne Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya
disingkat POPT adalah aparatur sipil negara atau petugas lain yang
diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang pada satuan organisasi lingkup peértaman untuk
melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.
Koordinator POPT adalah aparatur sipil negara yang diberi tanggung
jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
mengoardinasikan POPT di wilayah kerja kabupaten /kota.
Independent Loss Adjuster yang selanjutnya disingkat ILA adalah
petugas vang ditunjuk oleh asuransi pelaksana untuk memeriksa
kerusakan lahan.

Petugas Pemenksa Kerusakan adalah sescorang vang ditunjuk oleh
asuransl pclaksans. untuk memernksa kerusakan lahan.

Perubahan [klim atau Iklim Ekstrim adslah keadaan cuaca yang
berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk
langsung atau tidak langsung pada usaha tani padi seperti banjir,
keckeringan, dan serangan QOPT.

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau
beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Petani Pemilik adalah Petani yang memiliki lahan untuk melakukan
usaha tani.

Petani Penggarap adalah petani yang tidak memiliki lahan yang mata
pencahanannya adalah melakukan usaha tani.

Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian  selama penode
pertumbuhan tanaman dengan Kedalaman dan jangka waktu
tertentd, sehingga berakibat kerusaken pada tanaman dan
menurunkan tingkat produksi tanaman.

Kekenngan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman
sclama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan
pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman, dan
menurunkan tingkat produksi tanaman.

Tanaman Terserang adalah tanaman yvang digunakan sebagai inang
OPT dan/atau mengalami kerusakan karena serangan OPT pada
tingkat populasi atau intensitas kerusakan/serangan tertentu sesuai
jenis OPTnya.

Intensitas Serangan adalah tingkat serangan atau tingkat kerusakan
tanaman yang disebabkan oleh OPT yang dinyatakan secara
kuantitatif atau kualitatif,

. Gagal Pancn adalah kerusakan tanaman pada setiap sawah garapan

per Petani Tertanggung dengan intensitas kerusakan mencapai 275%
dan/atau luas kerusakan terscbut mencapai £75% pada setiap luas
petak alami,

Ketusakan Dijamin Polis adalah kerusakan tanaman pada setiap
sawah garapan per Petani Tertanggung, vang diakibatkan cleh Banjir,
Kekeringan dan/atau serangan OFT dengan intensitas kerusakan
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mencapai 275% dan atau luas kerusakan tersebut mencapai 75%
pada setiap luas petak alami.

Musim Tanam Padi yang sclanjutnya disingkat MT adalah waktu
tertentu yang dijadikan sebagai tahap permulaan tanam.

Nemor Induk Kependudukan yang sclanjutnya disingkat NIK adalah
nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tungegal, dan
melekat pada seseorang yang rerdaftar sebagal penduduk Indonesia.
Discharge Form adalah dokumen yang menyatakan bahwa Klaim
telah diselesaikan secara full and fina!l oleh Penanggung dan
Tertanggung tidak ekan melakukan tuntutan dikermnudian han atas
Klaam yang tetah diselesaikan.

Harl Kena adalah hari Senint sampai hari Jumat kecuali hari libur
vang ditetapkan olch pemerintah,

Aplikasi Sistern Informasi Asuransi Pertanian yang selanjutnya
disingkat SIAP adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan
proses digital pendaltaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan
Daftar Peserta Definitif, pemantavan {monitoring) realisasi serapan
bantuan Prerm dan pelayanan Klaim.



BAR II
ORGANISASI PELAKSANAAN

2.1. Pengorganisasian

22,

Dalam penyelenggaraan AUTP diperlukan tim untuk mendukung
kelancaran proses administrast dan kegiatan. Pengorganisasian tim AUTP
disusun sebagai berikue:

Tim AUTP Pusat:

1. Pengarah : Menten Pertanian
Anggota : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian dan Pgjabat Ezelon [ terkait
2. Pclaksana
Ketua : Dircktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertamian
Sekretans : Direkror Pembiayaan Pertanian
Anppota : Eselon 1l terkait lingkup Kementerian Pertanian
Tim AUTP Provinsi
1. Pengarah : Gubernur
2. Pelaksang : Kepala Dinas Pertanian/Tanaman Pangan
terkait
3- Anggota

a. Kepala Bidang/yang menangani prasaran dan sarana pertanian,

b. Ketua Keclompok Substansi Pengelolaan Penyuluhan, Badan
Penyuluhan dan Pengemnbangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

c. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan,

d. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

e. Kepala Perencanaan Daecrzh; dan

f. Instans) terkait.

Tim AUTF Kabupaten/Kota

1. Pengarah :  Bupati/Walikota

2. Pelaksana : Kepala Dinas Pertanian/Tanamat Pangan
terkait

3. Anggota :

a. Kepala Bidang/yang menangani prasarana dan sarana pertanian/yang
menangani asuransi pertanian;

b. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan;

¢. Ketua Tim Kera Pengelolaan Administrasi dan Kinerja Penyuluh
Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembanpgan Sumber Daya
Manusia Pertanian;

d. Kepala Perencanaan Daerah,

e. Koordinator POPT; dan

f. Instansi terkait.

Tugas

Tugas tim AUTP pusat:

a. menetapkan Tirm Pelaksana AUTP Pusat yang ditandatangani Direktur
Jenderal atas nama Menten Pertanian;

b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan
kebijakan umum pelaksanaan AUTP,;

c. menyusun Pedoman Pelaksanaan Bantuan Premi AUTP; dan
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melaksangkan pembineatl, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan AUTP.

Tugas tim AUTP provins::

.

b.
c.

menetapkan tim pelaksana AUTP provins: vang ditetapkan oleh Kepala
Dinas atas nama Gubemnur.

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

mclaksanakan pembinaan, scosialisasi, pendampingan, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi kegiatan program AUTP di kabupaten/kota;
menyampaikan rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) dan
mengunggah (upload) pade aplikasi SIAP,

membuat target alokasi AUTP per kabupaten/kota, dan

memantau kinerja program AUTP di tingkat kabupaten/kota melalui
aplikasi SIAP.

Tugas tim AUTP kabupaten/kota:

a.

h.

&2

o

™

menetapkan tim pelaksana AUTP kabupaten/kota oleh Kepala Dinas
atas nama hupati/wahkota;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

m¢laksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan,
monitonng dan cvaluasi kegiatan program AUTP di tingkat kecamatan;
menyetuw dan menetapkan Daftar Peserta Definitilf {DPD) AUTP;
mengunggah (upload] penetapan Daftar Peserta Definitif [DPD) pada
aplikasi SIAP; dan

memantau kinerja progratn AUTP di tingkat kecarmnatan melaluwi laporan
vang dihasilkan aplikasi SIAP.

Tupas Penyuluh Pertanian:

a.

membantu tim teknis AUTP kabupaten/kota melakukan pembinaan,
sosialisasi, pengusulan dalam proses pendaftaran calon peserta AUTF
di wilayah binaannya;

membantu Petani dalam penentuan kerusakan tanaman yang Jayak
(sesual persyaratan Ganti Rugl) vntuk diajpkan Kilaim Kkepada
perusahaan asuransi pelaksana;

melakukan Kkoordinasi dengan petugas POPT untuk melakukan
pelaporan Klaim kepada perusahaan asuransi pelaksana;

. tnonitoring pemanfaatan dana Klaim yang diterima oleh Kelompok

Tani/Petani untuk biaya tanam kembali;

membina kelembagaan Petani dalam pelaksanaan AUTP; dan
membantu tugas dinas dalam mendaftarkan calon peserta AUTP yang
akan yang akan diajukan kepada perusahaan asuransi pelaksana.

Tugas POPT:

a.

b,

an

melakukan pendampingan Petani dalam upaya pengendalian dan
perbaikan risiko atas kepagalan panen;

melakukan kegiatan pengamatan dan pelaporan OPT dan Dampalk
Perubahan Iklim {(Banjir, Kekeringan, rob) dalam pengajuan proscs
Klaim;

melakukan bimbingan di Kelompok Tani; dan

menentukan intensitas kerusakan dan luas kerusakan pada sctiap luas
petak alarm yang akan diusulkan dalam proses penggajuan Klaim.
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BAB III
PELAKSANAAN

Pendanaan Program AUTP

a. Sumber Pembiayaan.
Sumber pcmbiayaan program AUTP berasal dan Angegaran Pendapatan
dan Bclanja Negara (APBN) dan Petani Tertanggung/Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah {(APBD)/kemitraan.

b. Rincian Pembiayaan
Rincian pembiayaan pelaksanaan AUTP terdin dan pembiayaan
bantuan Premi pemerintah dan biaya operasional. Dukungan biaya
operasional AUTP bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara {APBN) DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian.

Pelaksanaan Keglatan
3.2.1. Krniteria peserta AUTP

a. Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani atau Gabungan
Kelompok Tani.

b. Petani Pemilik danfatau Petani Penggarap yang melakukan
usaha budi daya tanaman padi pada lahan paling luas 2 {dua)
hektar per pendaftaran per MT.

c. Petani Pemilik dan/atau Petani Penggarap lahan sawah yang
mendaftar harus memiliki NIK.

3.2.2. Kriteria lokasi

Program AUTP dilaksanakan pada:

a. Lahan benrigasi tekms, irigasi setengah teknis, irigasi desa, dan
irigasi sederhana.

b. Lahan rawa pasang surut atau lebak vang telah memiliki sistem
tata air dan berfungsi dengan baik.

¢. Lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air
permukaan atau air tanah memadai untuk melakukan kegiatan
menanam padi.

3.2.3. Musim Tanam

Pembagian MT AUTP: Pembayaran bantuan Premi sesuai dengan
DIPA tahun anggaran 2026.

3.2.4. Risiko yang Dijamin

Risiko yang dijamin dalarmn program AUTP  metupakan

kerusakan/kerugian pada tanaman padi yang diasuransikan yvang

disebabkan karena Banjir, Kekeringan, danfatau serangan OPT,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Banjir atau kebanjiran dalam hal ini merupakan tergenangnya
lahan pertanian dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu
pada periode pertumbubhan tanaman schingga berakibat
kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi
tanaman, baik Banjir yang disebabkan oleh curah hujan tingg
maupun air pasang {Rob).

b. Kekeringan dalam hal ini merupakan tidak terpenuhinya
kebutuhan air tanaman dalam jangka waktu tertentu selarna
periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan tingkat
pertumbuhan tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan
menurunkan tingkat produksi tanaman.



¢c. OPT merupakan organisme yang dapat mengganggu dan
merusak Kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada
tanaman, termasuk di dalamnya:

(il Hama Tanaman: penggerek batang, wereng batang cokiat,
walang sangit, tikus, ulat grayak, dan keong mas.

(i) Penyakit Tanaman: blast, bercak coklat, tungro, busuk
batang, kerdil hampa, kerdil rumput/kerdil kuning, dan
kresek.

3.2.5. Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan dalam program AUTP untuk setiap MT
dimulal pada tanggal perkiraan tanam dan beérakhir pada tanggal
perkiraan panen. Pergeseran tanggal tanam diinformasikan kepada
Penanggung melalui Penyuluh Pertanian sebelum tenjadi Gegal
Panen yang memenuhi kriteria Ganti Rugi selama jangka waktu
pertanggungan belum berakhir dengan informasi data sekurang-
kurangnya meliputi nama Tertanggung, nomor polis dan perubahan

jadwal tanam.

3.2.6, Nilai Pertanggungan
Dalarm AUTP, harga pertangeungen  diletapkan  sc¢besar
Rp6.000.000,00 per hektar per MT. Harga pertangrgungan menjadi
dasar perhitungan Premi dan batas maksimum Ganti Rugi.

3.2.7. Premi Asuransi Usaha Tani Padi

a.
b.

Suku Premi Asuransi adalah 3% dar nilal pertanggungan.

Nilas Pertanggungan scbesar Rp6.000.000,00/hektar/ musim
tanam dan Premi Asuransi seniai Rpl80.000,00/hektar/ musim
tanam.

Besaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) sebesar 80% atau
senilai  Rpl44.000,00/hektar/musim tanam dan Petani
Tertangaung sebhesar 20% atau senilai
Rp36.000,00 /hektar/ musim tapam.

3.2.8. Ganti-rugs
Ganti-rugi  diberikan  kepada peserta AUTP  apabila  terjadi
Banjir/rob, Kekenngan, danjatau  serangan OFT  yang
mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungkan
dengan kondisi persyaratan:

&
b.

c.

Umur padi sudah melewati 10 (sepuluh) han setelah tanam
{HST).

Umur padi sudah melewati 30 [(tiga puluh) han sctelah tebar
pada sistem tanam benih langsung (teknologi tabela).

Umur padi sudah melewati 30 hari sctelah pemotongan
{HSP)/panen pada tanaman utama dan tumbuh tunas baru
pada sistem padi salibu.

Intensitas kerusakan mencapai 275% dan/atau luas kerusakan
mencapai =75% pada sctiap luas petak alami.



3.3. Mekanisme Pelaksanaan
Pelaksanaan AUTP meclibatkan berbagai pihak dan instansi sebagai
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Gambar 1 : Pendaftaran AUTP

3.3.1 Pendaftaran peserta melalui aplikasi SIAP

Tanaman padi

yang dapat didaftarkan menjadi objck yang

diasuransikan harus tanaman padi maksimal berumur 30 (tiga
puluh) hari setelah tanam (HST) sejak pendaftaran diterima olch
asuransi pelaksana. Proses pendaltaran dilalkukan sebagai berikut:

3.3.1.1 Proses Pendaftaran

a. Peserta difasilitasi

oleh Penyuluh Pertanian dalam
mengisi formulir pendaftaran digital pada aplikasi SIAP
scsual dengan formulir yang telah disediakan (Form
AUTP-1) pada akun Penyuluh Pertanian dengan lengkap,
benar dan meclampirkan fotocopy KTP Petani yang
diupload di aplikasi SIAP. Form AUTP-1 ditandatangani
oleh Penyulvh Pertaman dan Ketua Kelompok
Tani/Gabungan Kelompok Tani.

Koordinator BPP/UPTD membuat rekapitulasi peserta
asuransi (Form AUTP-2) berikut kelengkapannya (asli
Form AUTP-1} dan disampaikan ke Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan
penetapan Daftar Peserta Definitif (Form AUTP-3).
Perusahaan asuransi pelaksana melakukan pengecekan
kelengkapan data pendaftaran peserta AUTP yang
terdapat pada Form AUTP-1 selambat-lambatnya 10
{sepuluh) Hari Kerja sejak pendaftaran dengan dokumen
lengkap diteritha perusahaan asuransi pelaksana. Jika
dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja perusahaan asuransi
pelaksana tidak memproses maka status kepesertaan
otomatis disetujui.



d. Premi swadeya dibayarkan ke rekening perusahaan
asuransi pelaksana (Penanggung).

¢. Polis Asuransi diterbitkan s¢cara otomatis melalui
aplitasi BSIAP yang memuat nama Kelompok
Tani/Gabungan Kelompok Tani dan dilarnpirkan nama
Petani peserta, pemberitahuan aktifasi polis disampaikan
menggunakan SMS blasting melalli nomor telepon
Kelompok Tani/Gabuagan Kelompok Tami vyang
didaftarkan.

. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat dan
menetapkan Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif (SK
DPD) AUTF. Sclanjutnya, Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota mengunggah {upload) penetapan Daftar
Peserta Definitif (DPD) melalui aplikasi SIAP (Konsideran
dan Lampiran Form AUTP-3}.

g. Dinas Pertamian Provinst menyampaikan calon peserta
asuransi yang diusuikan oleh kabupaten/kota berupa
rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (SK DPD) AUTP dan
Kabupaten/Kota (Form AUTP-4) dan mengunggah
(upload) di aplikasi SIAP,

3.3.1.2 Ketentuan Lain Pendaftaran

a. Petani yang telah mendapatkan pertangeungan/dana
Klaim di waktu tanam dan /atau MT scbelumnya dapat
mmendaftar kembali menjadi peserta AUTP di waktu
tanam danfatau MT berikutnya dengan telah
melalcukan upaya pencegahan risiko berulang.

b. Penyuluh Pertanian /fPOPT/UPTD/BPP/Dinas harus
mendaftarkan username pada aplikasi SIAP.

c. Penggunaan usermmame untuk pendaftaran harus per
Penyuluh Fertamian/ POPT/UPTD/BPP/Dinas di
wilayahnya.

d. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas
penggunaan akun Aplikasi SIAP,

3.4, Proscdur Klaim dan Pembayaran Ganti-rugi
3.4.1 Ketentuan Klaim
Jika tegadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan
tanaman atau Gagal Pancn dapat diKleitn. Klaim AUTP akan diproses
Jjika memenuhi ketentuan scbagat benkut.

a. Tertangpung mengambil langkah-langkah pengendalian yang
dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian
setempat untuk menghindan kerusakan tanaman yang lebih luas
yang disebabkan OPT.

b. Tertanggung didemping? oleh (Penyuluh Pertanian [POPT)
menyampaikan laporan Klaim kepada Penanggung. Laporan awal
Klaim  dapat disampalkan terlebih dabuiu secara
lisan/telepon/ WA (aplikasi pesan instan}/ pemberitahuan formal
lainnya (pemberitahuan melalui WA atau aplikasi pesan instan
vang sudah mendapat respon dari pcrusahaan asuransi dapat
dilampirkan saat pelaporan} dengan tetap meléngkapi dokumen
persyaratan Klaim melalw aplhkasi SIAP,

c. Penyuluh  Pertanian/POPT harus segera menyampaikan
pemberitahuan Klaim sccara tertulis dengan mengisi Form AUTP-
© secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung Klaim



ke aplikasi SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) Han Kerja s¢jak
terjadi kerusakan yang memenuhi kntena Ganti Rug dan di Kitim
melalui aplikasi SIAP ke perusahaan Penanggung.

. Dokumen pendukung Klaim meliputt foto kerusakan yang
menampilkan: titik koordinat, tanggal foto, alamat lokasi, dan foto
KTP Tertanggung.

. Bagi lokasi vang mengajukan Klaim dan tidak terjangkau intemnet,
maka loto yang menampilkan titik keordinat, tanggal foto, alamat
lokasi dapat diganti dengan surat keterangan yang
ditandatangani oleh kepala desa/petugas desa yang berwenang,
diketahui oleh Kepala Dinas serta dilampirkan foto kerusakan
termasuk yang memerlukan tindakan eradikasi (pemusnahan).
Penyuluh Pertamian/POPT melakukan pemeriksaan Kerusakartl
dan perhitungan kerusakan jika kerusakan tanaman sudah
memenuhi kriteria Ganti Rugi dan tidak dapat dikendalikan lag].
. Hasil pemeriksaan dan perhitungan kerusekan dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan (Form AUTP-7) pada
aplikasi SIAP.

. Tertangeung tidak diperkenankan menghilangkan  ibukti
kerusakan tanaman scbelum  petugas POPT  melakukan
pemenksaan intensitas dan luas kerusakan, Dan Tertanggung
dapat melalkukan penanaman kembalbh disertes bukbti foto
kerusakan open camera yang menampilkan tittk koordinat yang
disebabkan eradikasi {pemusnahan}.

1. Tertanggung dan Penyuluh Pertanian/POPT melengkapi isi dan

menandatangani Form AUTP-7 secara lengkap yang diketahui
oleh Pejabat Dinas Kabupaten/¥Xota dan Penanggung.

j. Tertanggung menyampaikan nomor rekening Petani/Tertanggung

yang benar dan aktif melalui aplikasi SIAP.

. Jika dalam waktu 14 {empat belas) Hari Kerja segjak
pemberitabvan kejadian kerusakan pada aplikasi SIAP secara
lengkap (Form AUTP-6 telah ditandatengan: pihak terkait, foto
dan dokuwmen lan), namun Benta Acara Hasill Pemeriksaan
Kerusakan (Form AUTP-7) belum terbit atau pihak asuransi
belum melakukan analisis secara on desk, maka nilai Klaim yang
digjukan oleh Tertanggung dinyatakan setuju oleh pihak asuransi
pelaksana kecuali apabila Klaim melibatkan ILA.

Apabila melibatkan ILA Penanggung diberikan waktu 14 {empat
belas) Hari Kerja se¢jak dokumen dipenuhi pada aplikast SIAP
secara lengkap. Pelibatan LA Khusus untuk kasus kerusakan
lebih dari 33,33 ha.

. Penanggung menerbitkan surat Discharge Form setelah Klaam
disetujui melalui aplikasi SIAP,

. Penanggung meclakukan pembayaran Klaim sclambat-lambatnya
14 {empat belas) Han Ketja scjak dokumen persyaratan Klaim
(Discharge Form} lengkap, disetwjui, dan ditandatangani oleh
Tertanggung serta diupload ke aplikasi SIAP.

. Pembayaran Klaim dilaksanakan dengan pemindahbukuan
{transfer) ke rekening aktil Petani/ Tertangeung.

. Asurans: pelaksana menyampaikan pembetitahuan pembayacan
Klaim menggunakan SMS dlasting melalul nomor telepon Petani
vatig didaftarkan.



3.4.2 Pembayaran Ganti Rugi

L.

Pengajuan Klaim per satuan luas dan intensitas kerusakan telah
mencapai =75% dan atau luas kerusakan tersebut mencapal
275% pada setiap Juas petak alami makea pembayaran Ganti Rugi
harus sesuai dengan jumlah luas dari petakan yang rusak
dikalikan nilai pertanggungan per hektar (Rp6.000.000,00).

Hak Tertanggung atas Ganti Rugi hilang dengan sendiri bila tidak
mengajukan dan menindaklanjuti tuntutan Ganti Rugi dalam
waktu 12 {dua belas) bulan sejak menerima permintaan
kelengkapan dokumen Klaim dari Penanggung sccara tertulis.

Gambar 2 : Proses Klaim AUTP
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BAB IV
PENYALURAN BANTUAN PREMI

4.1 Penyaluran Bantuan Premi
a. Bantuan Premi untuk dan atas nama Petani terdaftar atau Tertanggung

dibayarkan kepada Penanggung berdasarkan dokumen sebagai bukti
yvang sah sebaga berikut:

Perjanjian Kerja. Sama.

Polis Asuranst.

Surat Permohonan Tagihan.

Surat Penugasan scbegai Pelaksana.

Pakta Integritas.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Kuitansi.

Berita Acara Progres Pekenjaan Jasa AUTP.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa AUTP,

10. Berita Acara Pembayaran.

11. Rekapitulasi Tagihan AUTP.

12. Rekening Bank.

000N A A LD R

b. Dircktur Pembiavaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian sclaku Pejabat Pembuat Komitmen memeriksa dan
menetapkan Daftar Peserta AUTP (Form AUTP-5), berdasarkan hasil
verifikasi Daftar Peserta Definitif {DFD) dan rekapitulasi peserta
asuransi dari Penanggung.

c. Direktur Pembiayaan Pertanian, Dircktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitrmen melalui KPPN
mencairkan dana Premi Bantuan kepada Penanggung untuk dan atas
nama Petani Peserta AUTP

Gambar 3: PENYALURAN PREMI BANTUAN
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BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5.1 Analisis dan Pengendalian Risiko

Pengendalian dilakukan sccara berjenjang dari tim tingkat pusat, tim

provinsi dan tim tingkat kabupaten/kota dengan periode pengendalian

setiap triwulan. Titik-titlkk krigs menjadi prioritas pengendalian dan

pemantauan. Risiko dan mitgasi yang mungkin terjadi dalam

pelaksanaan AUTP:

&, Kesepakatan penetapan target AUTP tidak tercapai-

b. Petani tidak mengetahui program AUTP.

¢. Proses pencairan dana Klaim tidak sesuai dengan pedoman.

d. Pemanfaatan dana Klaim tidak tepat sasaran.

Upayva pcnanganan dalam rangka mencegah terjadinya risiko:

a. Penyusunan kesepakatan realokasi target AUTP bersama daerah.

b. Meningkatkan sosialisasi program AUTP keseluruh siakeholders
terkait.

c. Meningkatkan koordinasi dengan perusahaan asuransi pelaksana
terkait dengan proses pencairan dana Klaim.

d. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota harus mengisi Form AUTP-8 terkait
dengan pemanfaatan dana Klaim.

5.2 Dalam rangka penanganan terjadinya risiko maka diperlukan pengawasan
oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku APIP,

5.3 I[ndikator Keberhasilan
[ndikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan mi
adalah:
Dacrah menyectujui target program AUTE,
Petam bersedia menjadi peserta asuransi.
Petam mendapat perlindungan asuransi bila mengalami Gagal Panen.
Tersalurnya bantuan Premi kepada Petami peserta asuransi sesual
prosedur penyahiran bantuan Premi AUTP yang berlaku.
e. Dana Klaim dipunakan oleh Petani untuk melakukan usaha tani
kembali,

Qoo

2.4 Monitorning Pelaksanaan

Monitoring dilaksanakan olch Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian

Provinsi, dan Dinas PFPertaman Kabupaten/Kota secara berjenjang.

Monitoring yang dilakukan mencakup:

a. Pendaftaran Peserta, Pengumpulan Premi Swadayea, Penerbitan Polis,
Penagihan Premi Bantuan Pemenntah, Pemenksaan Lapangan dan
Pembayaran Klaim melalui aplikasi SIAP,

b. Pemanfaatan dana Klaim (Form AUTP-8).

5.5 Evaluasi Pelaksanaan Asuransi
Evaluasi pelaksanaan AUTP dilaksanakan oleh tim pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota untuk kebutuhan pembinaan atau perbaikan
pelaksanaan berikutnya. Evaluasi secara menycluruh dilakukan olch tim
pusat. Kegiatan evaluasi mencakup indikator keberhasilan terhadap:
a. Klaim terbayar tepat waktua oleh perusahaan asuransi.
b. Pemanfaatan dana Klaim untuk biaya tanam kembali,



5.6 Pelaporan
Perkembangan pelaksanaan kegiatan dapat di monitor melalui aplikasi

SIAP. Laporan akhir kegiatan disusun sctelah sclesai dilaksanakan dan
dilaporken pada akhir tahun anggaran.



BAB VI
PENUTUP

Sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi Petani
dari risiko kerusakan tanaman atau kegagalan panen, maka Kementerian
Pertanian mulai tahun 2015 telah mengimplementasikan program AUTP.
Program AUTP diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada
Petani jika mengalami Kkerugian akibat risiko Banjir, Kekeringan,
dan/atau serangan OPT dengan cara mengalihkan kerugian kepada pihak
lain melahui pertanggungan asuransi. Program AUTP diharapkan mampu
memberikan pendidikan kepada Petani dalam mengelola risiko dan sistem
berusaha tani yang baik.

Salah satu bentuk kegiatan untuk meringankan beban Petani dalam
pembayaran Premi, Pemerintah mengambil inisiatif pada tahap awal
perluasan ujicoba AUTP, diantaranya dengan memberikan Premi Bantuan
Pemerintah kepada Petani peserta AUTP,

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menjamin pelaksanaan kegiatan
asuransi pertanian berjalan dengan baik, program AUTP dilaksanakan
dengan mengikuti Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Premi
Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi.

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,

ANDI NUR A SYAH
NIP 197502012002121001
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LAMPIRAN FORM AUTP -1

No Rama Lengkap Petanl Foto Petani
Tanggal ......... ,Bulan.........., Tahun .............
Mengetahui,

Ketea PoktanvGapoktan/Pokmas Penyuluh Pertanian

(Nama Terang) {Nama Terang)




FORMAUTP -2

REKAPITULAS| DATA PESERTA

ASURANSI USAHA TANI PADI{ALTP}
1 Kecxmelan
2 Kabupaien
Deta pasdeangapotdan peserta AUTF pada Mugim Tanam ......, pericde bulan ... Tahun ........ sempei dengan bulen .........,
Tahun..............
Jumfah
Mo Dpsa P olam:?':;om Nema Anggota NIK Lut:}:.:)han Sm;
(Re)
JUMLAH
Tanggad ... ..., Bulan.. .. .. Tabun ... .. ..
Koardinatar LPTD/BPP

(Narsa Terang}




FORM AUTP-3

KOP DINAS

= === == === aEEANPPIAERCE S S S SSS=SS=SSOSSS=SSSSS====S

KEPUTUSAN KEPALA DINAS -1 veces oo oot oot et ee et s ems s eera st sees 1o
KABUPATEN /KOTA . eeeee oo
HOMOR «vv et eeeeee s eeees e emreeee oo
TENTANG
PENETAPAN PESERTA DEFINITIF ASURANS] USAHA TANI PADI
KABUPATEN/KOTA. ..eoovveevvrerevensessnsnnenn . TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS ... cvievieemiinieriineenneeen . KABUPATEN/KOTA ...

Menimbang © a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
dan Pasal 27 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30
Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian
schagaimana tetah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 36 Tahun 20235 téentang Perubahan atas
Peraturan Menten Pertamian Nomor 30 Tahun 2023
tentang Fasilitasi Asuransi Pertanmian, telah ditetapkan
Keputusan Menteri Pertanian Nomor .... tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Fadi;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan asuransi
usaha tam padi, perlu menetapkan peserta definutif
asuransi usaha tani padi;

¢. bahwa berdasarkan petimbangan sebagimana dimaksud
dalam huwruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas ........ Kabupaten/Kota ....... Lentang
Penetapan Peserta Asuransi Usaha Tanmi Padi Tahun
Anggaran 2026 Tahap ........

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2033
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesa Nomaor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tenteang
Pedindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 rentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
Nomar 6856);



10,

11.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomeor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S613);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Pelindungan Data Pribadi {Lembaran Necgara Republik
[ndonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 196);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Namor
179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
Nomor 7144);

Péeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tenitang
Fengadaan Barang/Jasa Pemerintah {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 33) schagaimana
telah diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presidenr Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomar 67);

. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang

Kementerian Pertanian (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 389],

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.G5/2015
tentang Mckanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pcmerintah pada Kementerian Nepara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 134K
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubzhan
Kedua atas Peraturan WMenten Keuangan Nomor
168 /PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementenan
Negara/Lembaga (Berita MNegara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomer 1080);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan
Kelembagaan Petani {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2038);

Peraturan Ment¢n Pertanian Nomor 30 Tahun 2023
tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599) scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang
Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2025 Nomor 1023);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 20295
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
884);



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

12, Keputusan Menteri Pertanian Nomor
. tentang Pedoman
Pclaksarman Bamuan Premt Asuransi Usaha Tani Padi;
13\ e mver anvaiseneasesrnn==nmymynes {tambahan lain jika ada)

1. DIPA Direktorat.Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Pusat, tanggal Ol Desember 2025 tentang SP DIPA-
018.08.1.633656/ 2026;

2. Surat Menteri Pertanian ke Mentenn Badan Usaha Milik
Negara Nomor 193/SR.230/M/8/2015 tanggal 28
Agustus 2015 tentang Pelaksana Asuransi Pertanian Padi;

3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
S$-587/MBU/09,/2015 tanggal 21 September 2015 tentang
Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asurans: Usaha Tani
Padj;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ........ KABUPATEN/KOTA .......

| TENTANG PENETAPAN PESERTA DEFINITIF ASURANSI

USAHA TAN] PADI  KABUPATEN/KOTA ... TAHUN
ANGGARAN ..... TAHAP ........

Menetapkan Peserta Definitif Asuransi Usaha Tani Padi
Kabupaten/Kota ................ Tahun Anggaran ..... Tahap ....
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

Jangka waktu asuranst 1 {satu} musim tapam dimulai sejak
sesuai dengan jangka wakty pertangsungan pada
polis/ prakiraan musim tanam,

Harga pertanggungan schbesar Rp&.000.000,00/ha/musim
dan pescrta membayar premi asuransit swadaya scbesar
Rp36.000,00 (20%)]), scdangkan Rp. 144.000,00 (30%) dibayar
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APEN)
DIPA Kementerian Pertanian~-018.08.1.633656/2026.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di  -....ovrviniveninnes
pada tangeal

KEPALA DINAS .........ccoiineirierniiinrensns
KABUPATEN/KOTA. ... iiniriinniny

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disarapaikan kepada Yth.:
1. Bupati/Walikota.............. (sebagai Laperan); dan
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi...



LAMPIRAN FORM AUTP—3
Lampiran Daftar Peserta Dafinitif {DPD)
Nomor:

Tanggal:

DAFTAR PESERTA DEFINITIF
ASURANSI USAHATANI PADI {ALTP)

1. DinasPertanlan ........
2. Kabupaten

Nama (WTETS No Polis Preml

No | Kecamatan | Desa | p.yianiGapoktan | Lahan (Ha) Swadaya

JUMLAH

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

(Vama Terang)




FORM AUTP -4

REKAPITULAS! DAFTAR PESERTA DEFINITIF ({DPD)
ASURANS| USAHATANI PADI (AUTP)

1, Dinas Pertanian
2. Provinsi

Luas Jumlah Jumlah
No | Kabupaten | NoDFD | TQIDPD | pon iha)| PoktaniGapoktan | Potls

Tanggal ......... ,Bulan..........,Tahun ........

Kapala Dinas Pertanian Provinsi

(Nama Terang)



FORM AUTP-S
Lampiran Keputusan Direktur Pembiayaan Pertanian

Pejabat Pembuat Komlimen
Nemot:
Tanggal;
REKAPITULASI REALISASI TANAP...TRHLN....
ASURANS| USAHATANI| PADI (AUTP)
NO. Provinsl Kshupaten Luas Lahan {ha) | PremiSwadaya | PramiSubsidi| Premi 100%
JUMLAH

Dilghtur Pambisyasn Pansroan'
Pejatat Pembul Komigman

{Nama Terang)




FORM AUTP -8

FGRMULIR PEMBERITAHUAN KERUSAKAN

Berzama ni saya membemzhukan bahwa talah terjad sev3ngan y3ng mameruwin krlteria gand redl sehingod menyebabhan
kenzekankengan terhadap tanamen padi yang seys asuraiskim, dengan keleramgan sebaga berikul

Nama Tertangqung : TERLAMFPR

Nama Kelompok Tani :

tAlam et Kebampak Tani:

Nomer Polis & Sertifiket Polis :

Tenggsl kdsi tanam :

Targoal enednya serangan :

Lakas) lahan terkena serangen:

Luas masirkHmasing petak alami lerkena aerangan

Dugaan pamyebak: serangan : {*) BanjivKekenngaySerangan OPT.. .. ...
Tindakan gergerdaian yang teéah ditakukan: TERLAMPR

Ketérangan Rin {jika ada) :

('] Coret Vang Tidak Pedy

Dengan ni mewalakan tahwa keberangam tersebut di atas $3ya bual dengen sebenar-benamya, d3n memataan batea
tanaman padi yang diasuransikan e3h 1arkena serengan tanpa kasengajaan, yang aes dasar 1ersebud saya mengajukan
pembarishuen kejedian kenssekan in.

Unuk kesaksian (ersetut sava menanda-lngani Lagoram Pemieriahuan Kerusakan ing 1anggad
Kehe PoklandGapekian, PPL PDPT,

{Nama Jwlas) [Nama Jetash (Nama Jetast




LAMPIRAN 1 FORM AUTP-6

TINDAKAN PENGENDALIAN
1. Jenis Varietas

2. Penyebah serangan ' Banjir/Kekeringan /OPT*

............................................ {tuliskan).
3. Bahan Pengendali :
SRR ——— {(itka ada}.
4. Lokasi:
’ S .I;.'-c-}'c.';{;l.ilnat lahan:
6 'I.{'l.';;t':;l.ogis:
7. Tindakan Pengendalian yang diakukan:
Mengetahui
(POPT)

*) coret vang tidak perlu




LAMPIRAN 2 FORM AUTP-6

DATA PETANI PENGAJUAN KLAIM

Tanda Tanggal Tanggal Luas
No NAMA Petak alami
PETANI Tangan Tanam | Serangan terkena
serangan
1
2
3
4
5
6
7
dst
Mengetahui
Ketia

Poktan/Gapokian




FORM AUTP -T

BERTA ACARA PEMERIKEAAN KERUSAKAN

Rersarmna v 5aya memibariiahukan batmwa lelah tagad penverikagan kenssaken atas tanaman padi yang sad ssuiansken,
cangan hasd patitungan dan ketarangan sebagai berikul

{Nama Tertangguny :

|Marna PortaniGapoktan :

Alamat PaktanGapcan ;

|[Nomor Pelis 8 Sestiiiat Pois .

Tangal keyadan kasueakan :

Penyabab karssakan -

‘Mensilas kerusakan pada astiap petak alaml . e 0

Lutas Kenwepkan pad3 aatisp patak alam : v ¥

Jumlah lwas kenssakan vereeenn. HB

Jurnlsh keroglan: ........ Ha x Rp 6.000.C0D,- R P ey gnin e ensmeens -

Katarangan e tjika ada) :

LAMPIRAN DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM

[ ¢orckopl Pods Asurens! iSertliat Folls Asurensi

D Foto-foto Kequzeken
Saya gengan ini menyalakan barria keterangan tersebut di 8tBs 83ya buat dengan sebenar-benamvyd . dan iy
seitmjuinyd menyalakan bahwa faraman pad| yang saye esuransikan tefah mengalami kerusakan dengan jumlah kerugan

sabagamana tercanturn pada Keterangan dixes, Seanptnya saya menyalskan bahvwa kemusakan dan kenugian tersabut
terjadi tanp3 kasengapan. pevéncanssn taupun mufakaf di phak saya

Urtuk kesakszan {ersebid $aya menandalangani Bedbs Acara Pemerdsaan Kerusakan Ing tanpgal :

Kefua Pokin! PPL, POPT-PHP,

Gapoitan

{Nama Jales) (Namae Jeles) {Mama Jed3s)
Menpatahul,

Petupas AauranguiLA Qinas Pgctanlan KabupatenKola

(Norma Jelas) {Nama Jslas)



LAMPIRAN 1 FORM AUTP-7

DATAPETANI PENCAJUAN KLAIW

Jumlah
v NAMA Tanggal | Intensilas Luxs Luza Tanda
PETANI P %) Kerusakan | Ksrusakan Tangan
(%) (ha)
1
2|
3]
4
ol
6]
7
dst
tdangetahu

Ketua Pokian/Gapokian




LAMPIRAN 2 FORM AUTP-7

DATA PETANI PENGAJUAN KLAIM

Nama Lengkap

o Sesuzi Rekening

No Rekening Aktif

Nama Bank

Tanda Tangan

Note:

Petani-pelani di ates menyatakan bahvwa barsedia agar uang partanggungan/laim diransier ke

rekening mesing-masing.

Mengetahui

Kelua Poklan/Gapokian




FORM AUTP -8

PEMANFAATAN DANA KLAIM

ASURANS| USAHA TANI PADI (AUTP)

1 OInas Partanian ........

2. Kabupaten
Dana
Luas
No| Kecamatan Cesa Poktan/Gapoktan Lahan !_(lalm Pemanfaatan
. Ditsrima| Dana Klalm
Kiaim {Ha) Rp)

JUMLAH

Cetalon gémanfealan dane Xia:
Modal Tenam Kembali

Ketua Poktan/Gapoktan

(Nama Terang]

QInas Pertanian Kabupaten/Kota

(Nama Terang)




